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Abstrak
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman tertinggi dan merdeka di Indonesia, sehingga keberadaannya sangatlah krusial untuk penegakan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi terdiri dari anggota yang berjumlah 9 orang hakim konstitusi. Pemilihan calon hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) orang oleh Presiden yang nanti ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Akan tetapi, mekanisme pemilihan hakim Konstitusi diserahkan pada masing-masing lembaga tersebut. Hal inilah yang membuat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan keabsahan Patrialis akbar yang diangkat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan proses pemilihan yang cenderung tanpa transparansi dan tidak membuka partisipasi publik untuk ikut ambil bagian dalam prosesnya. Sehingga, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hingga, akhirnya hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menarik dua rumusan masalah untuk diteliti lebih jauh. Pertama, mengenai apakah kedudukan hukum para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013. Kedua, mengenai apakah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT adalah suatu putusan yang bersifat ultra petita. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan digunakan sebagai sumber utama yang sesuai berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Serta, pendekatan kasus (case approach) karena skripsi ini meneliti dengan membahas kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013, karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan  kerugian langsung yang mereka alami dari diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 87/P tahun 2013 tesebut. Selain itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT bukanlah suatu putusan yang bersifat ultra petita. Karena, hakim memeriksa dan memutuskan perkara tersebur tidak melebihi dari apa yang dimintakan oleh para Penggugat. Hakim masih bepergang pada pasal-pasal yang diajukan oleh para Penggugat.
Kata kunci	: Prosedur Pergantian, Hakim Konstitusi, Pengangkatan Patrialis Akbar.
Abstract
The Constitutional Court is the highest judicial institution and independent in Indonesia, that its presence is crucial for the enforcement of the constitution in Indonesia. The Constitutional Court is composed of members totaling 9 constitution judges. The selection of candidates proposed constitutional judges each three (3) people by the Supreme Court, 3 (three) people by the House of Representatives (DPR), and 3 (three) people by the President which is will be determined by Presidential Decree. The mechanism of constitutional judges selection will be submitted to each institution.  This makes Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and Indonesia Corruption Watch (ICW)  questioned the validity of Patrialis Akbar who was appointed as a constitutional judge by the President which determined by Presidential Decree Number 87 / P Year 2013. Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and Indonesia Corruption Watch (ICW) questioned the election process which tends without transparency and public participation to take part in the process.  Thus, the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) and Indonesia Corruption Watch (ICW) sued the Presidential Decree Number 87 / P Year 2013 in the State Administrative Court in Jakarta. Finally, the judge of the State Administrative Court in Jakarta decided to accept the lawsuit of the Plaintiff. Based on the background, the authors draw two formulation of the problem to be studied further. First, regarding the legal position from plaintiff to file a lawsuit against Presidential Decree Number 87 / P Year 2013. Second, regarding whether the decision of the State Administrative Court in Jakarta registers case Number 139 / G / 2013 / PTUN-JKT is an ultra-petita decision. This research is normative (doctrinal), which is  legal research conducted by use the norms and rules of the legislation that exists. In this research the legislation is used as the main source which suitable related to the issues. The approach used in this study were (two) types of approaches, which are statute approach conducted by examining all the laws and regulations relating to the legal issues discussed. As well,case approach because this thesis examined by discussing the case. The results show that the plaintiffs do not have legal standing to sue the Presidential Decree Number 87 / P In 2013, because the plaintiff can not show direct losses they experienced from the issuance of that Presidential Decree No. 87 / P of 2013. Moreover, the decision of State Administrative Court in Jakarta registers case Number 139 / G / 2013 / PTUN-JKT is not an ultra-petita decision. Because, the judges examine and decide the case not exceed what is requested by the Plaintiff. The judges still hold on to the articles proposed by the Plaintiff.	







Indonesia adalah sebuah Negara hukum yang artinya untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya diperlukan adanya aturan-aturan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang utama dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk: 
a.	menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b.	memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
c.	memutus pembubaran partai politik; 
d.	memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
e.	memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 15-21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Calon hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) orang oleh Presiden yang nanti ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Mekanisme pemilihan hakim Konstitusi diserahkan pada masing-masing lembaga tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu perubahannya adalah menghapuskan ketentuan Pasal 16 tentang syarat pencalonan hakim. P
 	Pada 13 Agustus 2013, Patrialis Akbar resmi dilantik dan diambil sumpahnya untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Patrialis Akbar ditunjuk untuk menggantikan Ahmad Sodiki, hakim Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah memasuki masa pensiun.	
 	Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
a.	Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:
1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H.
b.	Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:
1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2. Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
Sehari sebelumnya pada 12 Agustus 2013 Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 ini digugat oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa LSM yang menggugat Keputusan Presiden tersebut adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Public Interest Lawyer Networks (PILNet), yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PENYELAMAT MAHKAMAH KONSTITUSI. Para penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta.
 	Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 digugat dengan alasan pengangkatan Patrialis Akbar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 19, dan 20  ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2011, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dijelaskan pada tabel berikut ini
Tabel 1.1
Pelanggaran terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
Peraturan Perundang-undangan	Pelanggaran Yang Terjadi
Pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:(1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.	Integritas calon sebagai negarawan yang menguasai konstitusi.
Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:“Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.”	Tidak dilaksanakannya transparansi dalam pemilihan calon hakim konstitusi oleh tergugat dan tidak terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan masukan kepada calon calon hakim konstitusi yang akan diusulkan.
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:“Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.”	Tidak terbukanya partisipasi publik dan transparansi menegasikan objektivitas dan akuntabilitas pencalonan hakim.

Tabel 1.2
Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran Yang Terjadi
1 Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.	1 Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh tergugat dengan tidak melaksanakan Pasal atas keterbukaan dan tranparansi ini menunjukkan proses penyelenggaraan Negara tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku.2 Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT membiarkan proses pengangkatan dan pencalonan hakim konstitusi tidak merujuk kepada UU Mahkamah Konstitusi.3 Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur pencalonan hakim konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 19 sehingga kepatutan dan keadilan bagi kepentingan PENGGUGAT dalam berpartisipatif terabaikan.4 Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
2 Asas Kepentingan Umum, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.	1 Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu: yaitu kepentingan hak konstitusi warga negara dan Para PENGGUGAT.2 Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan golongan dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mendahulukan aspiratif PARA PENGGUGAT untuk menyampaikan masukan dan pilihan untuk memberikan masukan terhadap hakim konstitusi untuk melindungi dan melakukan pengawalan terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia.3 Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
3 Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1 Bahwa TERGUGAT tidak menerapkan asas akuntabilitas dalam menerbitkan objek sengketa a quo karena:-TERGUGAT tidak melaksanakan asasakuntabilitas atas objek sengketa aquo sebagaimana Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dengan tidak melaksanakan asas akuntabilitas akan membuat proses tersebut akan sulit dipertanggungjawabkan secara baik dan benar.- Sehingga terkesan TERGUGAT tidak melakukan rekrut hakim konstitusi kepada orang-orang yang memiliki kredibilitas yang baik dan tidak tercela di publik.2 Bahwa dengan dilanggarnya Asas Akuntabilitas, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
4 Asas Keterbukaan maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.	1 Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para penggugat terkait kewajiban Tergugat untuk melakukan transparansi dan keterbukaan dalam melakukan pemilihan hakim konstitusi sebagaimana Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi.2 Bahwa sehingga TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak memenuhi Asas Keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara.3 Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.
Berdasarkan tabel tersebut Penggugat menyatakan bahwa pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Makhkamah Konstitusi tidak melalui proses pemilihan yang transparan  dan tidak membuka partisipasi publik. Penggugat menuding bahwa penunjukan Patrialis Akbar oleh Presiden terlalu subjektif tanpa proses seleksi yang jelas untuk memilih calon hakim Mahkamah Konstitusi.	
 	Setelah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, maka berlangsunglah berbagai proses persidangan.
 	Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta yang tertuang di dalam register perkara nomor 139/G/2013/PTUN-JKT, tertanggal 12 Agustus 2013. Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam petitum gugatannya menuntut sebagai berikut:
DALAM POKOK SENGKETA.
1.	Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2.	Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal, 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH;
3.	Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal, 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH;
4.	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Setelah melalui rangkaian proses persidangan,  pada tanggal 23 Desember 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutus perkara tersebut dengan putusan Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT yang isinya adalah sebagai berikut:
DALAM POKOK SENGKETA.
1.	Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2.	Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan :
Menetapkan :
Pertama	: Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :
1.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2.	Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H.
Kedua	: Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama :
1.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2.	Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
3.	Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan  Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan :
Menetapkan :
Pertama	: Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :
1.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2.	Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H.
Kedua	: Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama :
1.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2.	Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
4. 	Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.	Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 162.000,- (Seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Isi putusan  Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT secara garis besar menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut dinyatakan sebagai syarat mutlak dalam proses pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun pelaksanaannya secara teknis diserahkan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung.	 	Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:
1.	Apakah para Penggugat sesungguhnya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013?









Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan digunakan sebagai sumber utama untuk membahas permasalahan yang akan dikaji.​[1]​
 	Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum atas penolakan klaim asuransi tersebut sebagai dasar penentu apakah penolakan itu sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya penolakan itu menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan argumentasi hukum terkait tanggung jawab PT. Axa Mandiri dalam membayar klaim jika Uli Sinambela dianggap telah melakukan pelanggaran prinsip itikad baik.
Pendekatan (approach) yang digunakan di dalam penelitian ini adalah : 
a.	Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang  dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.​[2]​
b.	Pendekatan kasus (case approach) karena penelitian ini membahas sebuah kasus. Nantinya akan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:
a.	Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959;
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079;
3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
4.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
5.	Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Jabatan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar;
6.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT.
b.	Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli-ahli hukum, literatur, maupun artikel hukum yang ditulis di website yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.​[3]​
Mengenai hal pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini digunakan teknik dokumenter, yaitu pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis. Bahan hukum tersebut akan disusun sesuai sumber dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk kemudian dikaji.	
 	Mengenai hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan teknik editing, yaitu dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum yang diperoleh terutama mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.​[4]​ Setelah itu dilakukan coding. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (systematizing) yaitu menempatkan bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan permasalahan.​[5]​	




1.	Kedudukan Hukum para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013.
Perlu diketahui seperti apa pertimbangan hakim yang menerima kedudukan hukum Penggugat, sehingga para Penggugat dapat memiliki hak gugat dan kedudukan hukum untuk melakukan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013. Pertimbangan hakim dalam menerima kedudukan hukum para Penggugat tertulis pada putusan dengan register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT adalah sebagai berikut:
Bahwa prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik merupakan unsur mendasar dalam pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, halaman 241-242 (2004), yang berbunyi:
“Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelengaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri.;
Keempat itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan oleh rakyat dan oleh rakyat itu sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraaan negara.”;
Berangkat dari penjelasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia di atas teranglah bahwa upaya Para Penggugat untuk berpartisipasi dan meminta transparansi terhadap proses seleksi hakim konstitusi adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang seharusnya dijamin dalam sebuah penyelengaraan negara yang berlandaskan demokrasi. Sebuah negara yang demokratis seharusnya membuka diri dan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.
Jika ditarik ke aras filosofis hubungan partisipasi publik dengan konstitusi dalam hal ini konstitusi tidak sebatas diartikan hanya UUD, namun juga peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh publik, John Rawls dalam karyanya yang gemilang “Teori Keadilan”, juga menjelaskan bahwa:
“Prinsip kebebasan yang setara, ketika diterapkan pada prosedur politik yang ditetapkan oleh konstitusi, akan saya sebut sebagai prinsip (kesetaraan) partisipasi. Prinsip ini menyatakan bahwa semua warga mempunyai hak yang setara untuk mengambil bagian, dan untuk menentukan hasil dari proses konstitusional yang menegakkan hukum-hukum yang harus mereka patuhi. Keadilan sebagai fairness dimulai dengan gagasan bahwa ketika prinsip-prinsip umum penting dan menguntungkan setiap orang, mereka hendak dilakukan dari sudut pandang dari situasi awal kesetaraan yang ditentukan dengan baik di mana setiap orang diwakili dengan adil. Prinsip partisipasi memindahkan gagasan ini dari posisi asali menuju konstitusi sebagai sistem tertinggi aturan-aturan sosial untuk membuat aturan. Jika negara ingin menjalankan otoritas final dan memaksa wilayah tertentu, dan jika dalam hal ini secara permanen memengaruhi harapan manusia dalam kehidupan, maka proses konstitusional harus mempertahankan perwakilan yang setara dari posisi asali menuju derajat yang mungkin.”(John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Hal. 280, 2006, Yogyakarta). ;
Dari penjelasan John Rawls di atas, dapat ditarik sebuah poin penting : sebuah aturan tanpa partisipasi publik bukanlah sebuah aturan yang adil. Sebuah prosesyang konstitusional harus menjamin secara tegas perwakilan yang setara, dalam hal partisipasi publik, untuk berperan dalam menegakan aturan-aturan hukum yang akan mengikat dirinya.
Selain dua doktrin di atas, hak Para Penggugat yang berusaha meminta transparansi dan akuntabilitas kebijakan para penyelenggara negara pun dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik itu sangat jelas tertuang :
“Pasal 3:
Undang-Undang ini bertujuan untuk:
a.	Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik;
b.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c.	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
d.	Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efesien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan;
e.	Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.”
Bahkan dalam konteks informasi publik yang diperintahkan untuk dijalankan menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dipermasalahkan dalam gugatan ini, dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dijelaskan dengan tegas agar badan public berkewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut, yang berbunyi:
“Pasal 9:
1 Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.;
2 Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b.	Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c.	Informasi mengenai laporan keuangan; dan / atau
d.	Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”;

Bahwa dengan demikian maka PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini.

Untuk dapat memahami pertimbangan hakim dalam menerima kedudukan hukum para Penggugat ini benar atau tidak perlu dilakukan analisis yang mendalam.	
 	Pertama perlu diketahui dahulu apakah Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013  termasuk dalam objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya:
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
	Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
a.	Penetapan tertulis;
b.	Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
c.	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
d.	Bersifat konkret, individual, dan final;
e.	Menimbulkan akibat hukum;
f.	Seseorang atau badan hukum perdata.
Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pihak yang berkepentingan untuk dimintakan putusan pengadilan.
 	Selanjutnya untuk mengetahui apakah para Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, perlu dipahami terlebih dahulu siapa yang dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan ketentuan Pasal 53Undang-Undang 	Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
Pasal 53
(1)	Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.
(2)	Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.	Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b.	Keputusan Tata Usaha Negara yang digunakan itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

	Dari penjelasan  di atas dapat diketahui bahwa yang pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah:
1.	Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
1.	Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
Berdasarkan penjelasan di atas tersirat bahwa berapa banyak orang atau badan hukum perdata yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menjadi masalah, asalkan semua orang atau badan hukum perdata tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tidak pula menjadi masalah apakah orang atau badan hukum perdata itu adalah orang atau badan hukum perdata yang dituju atau bukan dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut, dalam arti pihak yang namanya tidak ada dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu pun bisa bertindak sebagai Penggugat asalkan yang bersangkutan merasa dirugikan oleh dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut.
Kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh Penggugat, sehingga ada adigiumnya mengatakan point d’interet-point d’action atau bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :
1.	Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
2.	Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.​[7]​
Menurut yurisprudensi Peradilan Perdata, kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas:
1.	Ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut,
2.	Kepentingan tersebut bersifat pribadi, artinya Penggugat mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat sendiri, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain,
3.	Kepentingan tersebut harus bersifat langsung, artinya kerugian yang diderita akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus benar-benar dirasakan secara langsung oleh Penggugat,
4.	Kepentingan itu secara obyektif yang dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.​[8]​ 
Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa unsur kepentingan menjadi unsur mutlak untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Para Penggugat dalam surat gugatannya menjabarkan banyak hal terkait kedudukan hukumnya dan kepentingannya dalam melakukan gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tersebut yang bunyinya:
Kepentingan para Penggugat selaku Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
1. Bahwa para Penggugat adalah badan hukum perdata yang saat ini menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam perkara nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945 tersebut masih dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa keputusan Tergugat yang mengeluarkan Keppres Nomor 87/P Tahun 2013 yang tidak melalui proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang transparan dan partisipatif sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 merugikan kepentingan Pemohon dalam proses pengajuan undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Kepentingan Penggugat Sebagai NGO (Non Government Organization).

4. Bahwa kepentingan para Penggugat dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi adalah wujud partisipasi publik dalam menciptakan proses bernegara yang transparan, partisipatif dan akuntabel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berbunyi:
“Asas-Asas Umum Penyelenggaran Negara meliputi:
1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaran Negara;






5. Bahwa peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, diwujudkan dalam bentuk:
a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelanggaraan Negara,
b) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara.
c) Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara;
d) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1. Melaksanakan haknya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a,b, dan c;
2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa kepentingan para Penggugat untuk berpartisipasi dalam proses bernegara yang transparan, partisipatif dan akuntabel juga diatur dalam seleksi calon hakim konstitusi yang tertuangkan secara jelas dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa, “pencalonan hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif.”

7. Bahwa, dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan lebih jauh yang dimaksud dengan proses transparan dan partisipatif adalah, “Berdasarkan ketentuan ini calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan.”

8. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya ketentuan yang mensyaratkan partisipasi publik dan transparan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maka jelas kepentingan para Penggugat dalam proses penyelenggaraan negara yang tidak transparan dan partisipatif menjadi dirugikan.

9. Bahwa kerja-kerja lembaga para Pengugat selama ini, seperti: melakukan uji materil dan formil di Mahkamah Konstitusi dalam memperjuangkan kepentingan publik atau hak konstitusional warga negara, memonitoring proses peradilan, terlibat dalam proses legislasi nasional demi mengawal berjalannya penyelenggaraan negara yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan perwujudan dari kepentingan para Penggugat sebagai lembaga atau badan hukum perdata yang concern terhadap supremasi hukum.

10. Bahwa dikarenakan para Penggugat adalah merupakan badan hukum perdata yang memiliki hak dan kepentingan dalam mengawal proses bernegara yang partisipatif dan transparan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai rakyat pencari keadilan, yang haknya terlanggar oleh Terguggat dikarenakan Penggugat tidak terbukanya ruang partrisipasi publik dalam proses seleksi calon hakim konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan seleksi yang harus dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Dari penjelasan kedudukan hukum dalam surat gugatan, para Penggugat tidak dapat menunjukkan kerugian langsung terhadap kepentingan mereka akibat diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013. Para Penggugat hanya mendalilkan kerugian yang dialami berdasarkan asumsi dan dalil-dalil yang dibuat-buat oleh para Penggugat saja dan bukan kerugian langsung yang dialami oleh para Penggugat.
Mengingat pada kasus-kasus terdahulu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengalami perkembangan dalam meluaskan arti Penggugat. Bahwa badan hukum atau organisasi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan secara langsung dapat diterima kedudukan hukumnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi tidak bisa semua badan hukum atau organisasi masyarakat dapat mengajukan gugatan, hanya yang memiliki kualitas sebagai Penggugat saja yang bisa. Hak gugat organisasi muncul walaupun organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung,  kerugian dalam konteks gugatan organisasi lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik. Kerugian yang bersifat publik inilah yang menjadi kunci apakah suatu organisasi dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Penggugat juga tidak dapat menunjukkan kerugian publik yang berarti dari diangkatnyaPatrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.	
 	Selain itu kepentingan proses yang hendak dicapai apakah bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas atau tidak. Dalam kasus Patrialis Akbar kepentingan proses yang hendak dicapai melalui proses gugatan yang bersangkutan tidak memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kepentingan masyarakat luas.	
 	Berdasarkan hal tersebut maka gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke persidangan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).	
 	Lain halnya apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatannya dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan  mengalami kerugian secara langsung yaitu dengan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila mengalami kerugian secara langsung, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tehadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jadi, unsur kerugian langsung terhadap kepentingan Penggugat harus dipenuhi dahulu apabila ingin menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).	
 	Dari penjelasan di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta seharusnya menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima. Karena, keduanya tidak memiliki hak untuk menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/ P Tahun 2013 tersebut. Sehingga, gugatan para Penggugat tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

2.	Putusan dengan register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT apakah termasuk putusan yang bersifat ultra petita.
Untuk dapat mengetahui apakah putusan Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT apakah termasuk putusan yang bersifat ultra petita atau tidak, maka perlu kita uraikan pasal-pasal apa saja yang digunakan sebagai dasar hukum oleh para Penggugat untuk menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tersebut. Karena pada dasarnya putusan ultra petita adalah penjatuhan putusan hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Apabila hakim memutus perkara tanpa meluaskan perkara sendiri atau memutus tidak lebih dari yang diminta, maka putusan hakim tidak termasuk sebagai putusan yang bersifat ultra petita.	
 	Para Penggugat menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 dengan alasan pengangkatan Patrialis Akbar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 19, dan 20  ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2011, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang telah dijelaskan dalam tabel sebelumnya. Dari sekian banyaknya Pasal yang digunakan untuk menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013, Hakim memutuskan hanya satu Pasal yang dinyatakan telah dilanggar oleh Tergugat, yaitu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2011.
Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa dalil Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum.  Bahwa pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH, dalam jabatan Hakim Konstitusi oleh Presiden dalam keputusan objek sengketa a quo dilakukan melalui proses penunjukkan langsung, tanpa melalui tata cara pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, menurut Pengadilan, Tindakan Tergugat (Presiden) tersebut mengandung kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de wilsvorming) karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menggariskan bahwa dalam Pencalonan Hakim Konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.	
 	Dari penjelasan tersebut hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memeriksa perkara di luar dari apa yang digugat atau yang dimintakan oleh para Penggugat. Unsur ultra petita disini tidak dipenuhi, sehingga putusan ini tidak dapat dikatakan sebagai putusan ultra petita.	
 	Selain itu juga perlu kita lihat dan bandingkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dengan yang telah diputus oleh hakim. Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam petitum gugatannya menuntut sebagai berikut:
DALAM POKOK SENGKETA.
1.	Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2.	Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal, 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH;
3.	Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal, 22 Juli 2013 yang berisi tentang Pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Dr. Patrialis Akbar, SH, MH;
4.	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Setelah menjalani berbagai rangkaian persidangan pada tanggal 23 Desember 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutus perkara tersebut dengan putusan Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT yang isinya adalah sebagai berikut:
DALAM POKOK SENGKETA.
1.	Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2.	Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan :
Menetapkan :
Pertama	: Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :
1.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2.	Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H.
Kedua	: Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama :
1.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2.	Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
3.	Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan  Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan :
Menetapkan :
Pertama	: Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :
1.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2.	Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H.
Kedua	: Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama :
1.	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
2.	Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
4. 	Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.	Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 162.000,- (Seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Ada hal yang menarik pada putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus untuk mewajibkan Tergugat mencabut serta menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Pada petitum gugatan para Penggugat hanya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden.





Dalam putusan tersebut, hakim memutus untuk mengabulkan gugatan, sehingga macam putusan yang digunakan adalah gugatan dikabulkan. Mengabulkan gugatan, berarti tidak membenarkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik seluruhnya maupun sebagian. Bilamana gugatan dikabulkan (seluruhnya) dan dikaitkan dengan isi petitum Penggugat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melakukan:
1.	pencabutan keputusan itu, atau,
2.	pencabutan dan menerbitkan keputusan baru, atau
3.	penerbitan keputusan karena sebelumnya tidak ada.
Kewajiban-kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi. Sedang apabila menyangkut sengketa di bidang kepegawaian, maka di samping kewajiban tersebut dapat disertai pemberian rehabilitasi.	
 	Dari penjelasan tersebut, maka secara jelas dapat kita ketahui bahwa putusan  yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut serta menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru adalah putusan yang biasa, karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, putusan dengan register perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT tidak termasuk putusan yang bersifat ultra petita.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dalam problematik prosedur pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2018, para Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013, mereka tidak memiliki kepentingan secara langsung. Berdasarkan teori adanya kepentingan yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh Penggugat, sehingga ada adigiumnya mengatakan point d’interet-point d’action atau bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses. Para Penggugat hanya menjelaskan peran mereka dalam masyarakat dalam bidang hukum, tanpa dapat menyebutkan kerugian langsung yang mereka alami, sehingga penulis berpendapat bahwa alasan kepentingan mereka tidak jelas atau kabur.  




Penulis memberikan saran kepada pembaca melalui tulisan ini bahwa diharapkan :
1.	Karena para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam menggugat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013, maka proses yang seharusnya dilalui oleh para Penggugat untuk menggugat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar adalah proses politik. Hal ini dikarenakan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar merupakan proses politik yang hasilnya ditetapkan secara hukum melalui Keputusan Presiden. Jalur politik yang dapat ditempuh oleh publik adalah dengan mengajukan keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Memang hakim Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Presiden, DPR, dan MA. Artinya kewenangan  Presiden untuk memilih hakim Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan mandiri yang tidak dapat dicampuri oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk meminta keterangan (hak interpelasi) terhadap kebijakan Pemerintah, apabila kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang dan berdampak luas kepada kehidupan masyarakat. Walaupun sebenarnya penggunaan hak interpelasi ini tidak berdampak secara hukum berupa pemberhentian Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi paling tidak dari sini dapat dilihat alasan-alasan Presiden untuk memilih Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan keberatan-keberatan terkait pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
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